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Industri pengelohan rotan di kota Palu sejak dulu merupakan salah satu sector yang cukup banyak menyerap tenaga kerja di Kota ini. Lebih kurang 2 ribu orang yang bekerja di sector industry ini. Belum termasuk pekerja yang mengandalkan hidupnya dari mencari rotan. Jika dihitung dengan pencari rotan di Kabupaten Donggala dan Parigi-Moutong, jumlahnya mencapai sekitar 5 ribu jiwa yang terganutng pada sector industry ini.

Hal ini disadari betul oleh para pengambil kebijakan, bahkan Walikota Palu saat ini, menjadikan Industri Rotan sebagai salah satu visinya dalam membangun Kota. Artinya tumbuh kembangnya industry ini, menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan Kota Palu.

Sebagai industry yang padat tenaga kerja adalah sewajarnya jika Pemerintah Kota Palu, memberika perhatian serius pada sector ini. Keberhasilan industry rotan, akan membuka lapangan pekerjaan sekaligus menekan jumlah pengangguran.

Sayangnya visi menjadikan Kota Palu sebagai sentra industry rotan tidak diimplementasikan di lapangan. Dalam 2 tahun terakhir, industry ini limbung dan bahkan beberapa perusahaan telah menutup operasinya atau kalau tidak telah memberhentikan tenaga kerjanya hingga 90 persen.
Kita dapat menyebut PT Firco dan PT Hasil Rimba Sulteng dalam 2 tahun terakhir telah memberhentikan paling tidak 600 orang tenaga kerja. Setara dengan sekitar 30 persen tenaga kerja di sector ini. Beberapa perusahaan yang kecil mengambil langkah efisiensi dengan merumahkan tenaga kerja atau hanya mempekerjakan 2-3 hari saja pekerja dalam seminggu.

Limbungnya usaha ini, disebabkan banyak factor. Antara lain, oleh ketersediaan bahan baku yang kurang, peningkatan biaya- baik yang resmi dan tidak resmi alias dana siluman. Jika diselidiki lebih jauh, ketersediaan bahan baku industry rotan di Kota Palu banyak berasal dari hutan-hutan di sekitar Kota Palu, yaitu di Kabupaten Donggala (termasuk Sigi) dan Kabupaten Parigi Moutong. Saat ini praktis yang mensuplai industry rotan di Kota Palu hanya dari Pantai Barat- Kabupaten Donggala dan dari daerah Kulawi-Gimpu di Calon Kabupaten Sigi. Sementara dari Parimo, nyaris terhenti karena adanya kebijakan dari Pemda setempat yang melarang rotan yang belum diolah keluar dari Kabupaten itu.

Hal lain adalah semakin jauhnya habitat rotan di hutan-hutan produksi rotan. Ini diperparah dengan rusaknya habitat rotan di hutan-hutan akibat perambahan, baik yang resmi dengan mengantongi izin IPK, maupun yang liar. Ini berimplikasi pada semakin tingginya ongkos mendapatkan rotan bagi petani rotan, sehingga menyebabkan banyak petani rotan beralih kerja.

Dalam 2 tahun terakhir, persoalan-persoalan yang terjadi pada industry rotan, seolah-olah hanya menjadi masalah para pengusaha, pengumpul maupun pekerja industry ini. Pemerintah Kota tidak memperlihatkan perhatian yang serius dalam menghadapi permasalahan yang terjadi di industry ini. Program Pemerintah di sector ini dengan grand design sentra industry rotan, tidak menyentuh persoalan yang sedang mengancam keberlangsungan industry. Sentra industry yang didirikan bahkan menjadi competitor baru dalam penyediaan bahan baku rotan bagi industry yang selama ini tumbuh di Kecamatan Palu Utara.

Jika Pemerintah masih tidak memberikan perhatian serius masalah ini, maka 2-3 tahun kedepan barisan pengangguran di Kota Palu akan terus bertambah. Olehnya, diperlukan langkah cepat dan strategis dalam penyelamatan industry yang padat tenaga kerja ini. Pemerintah Kota Palu mesti mencari jalan penyelesaian dengan duduk bersama dengan para pihak yang bekerja di sector ini. Baik pengusaha rotan dan asosiasiny, pekerja dan serikat pekerjanya, petani rotan dan pengumpul serta dengan Pemerintah Daerah penyuplai bahan baku. Sehingga dapat dicari solusi yang tepat dalam mengatasi permasalahan ini dengan tetap menghargai kedaulatan administrasi tiap daerah otonom.

